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ABSTRAK 
 
M. YUNUS, B 111 13 405, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam 
Pengujian Rancangan Undang-Undang Yang Telah Disetujui 
Bersama. (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkara 
Nomor: 97/PUU-XII/2014). (Dibimbing oleh Ibu Marwati Riza selaku 
Pembimbing I dan Bapak Anshori Ilyas selaku Pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim MK 
dalam Pengujian Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui 
bersama., serta mengetahui apakah Rancangan Undang-Undang yang 
telah disetujui bersama dapat dijadikan sebagai objek pengujian.  
Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian 
yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan 
pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara 
meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia dan menggunakan bahan hukum lainnya. Sumber hukum 
dilengkapi dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari 
referensi-referensi (buku, kamus hukum, jurnal ilmia, dan laporan), dan 
diolah berdasarakan teori-teori hukum yang sehingga diperoleh rumusan 
ilmiah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pertimbangan Hakim MK Dalam 
Putusan Nomor : 97/PUU-XII/2014 terkait kewenangan MK dalam 
pengujian rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama,  MK 
mengangap berwenang mengadili rancangan undang-undang yang telah 
disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.Rancangan Undang-Undang 
yang telah disetujui bersama dapat dijadikan sebagai objek pengujian, 
merujuk pada konklusi putusan MK yang menyatakan berwenang 
mengadili, mengingat rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama oleh DPR dan Presiden dapat dikatakan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan 
akan terjadi yang menyebabkan kerugian hak konstitusional, 
 
Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Rancangan 
Undang-Undang, Disetujui Bersama. 
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ABSTRACT 
M. YUNUS, B 111 13 405, The Authority of the constitutional court 
dalam examining the legislative draft that already approved together 
(The analysis of decision of the constitutional court in ruling number: 
97/PUU-XII/2014). (Guided by Ms. Marwati Riza as Advisor I and Mr. 
Anshori Ilyas as Supervisor II). 
 
This research is headed to know how is the consideration of the judge of 
the Constitutional Court on examining the legislative draft that already 
approved together., and also to know whether the legislative draft that 
already approved together can be the object of the examine. 
The type of research that used is the normatif research, which is the 
research that based on the literature research that use the object of 
research as the approachment, by looking from the legislation that apply in 
Indonesia and use the other legal materials. Sources of law are equipped 
with primer legal materials and secondary legal materials from many 
references (book, dictionary of law, scientific journals, and report), and 
processed based on theories of law until retrieved a scientific formula to 
answer the problem in this research. 
The results of this research show that the consideration of the judge of the 
Constitutional Court In Ruling Number : 97/PUU-XII/2014 related to the 
uthority of the constitutional court on examining the legislative draft that 
already aprroved together, the Constitutional Court considers has the 
authority to examine the legislative draft that already approved by the 
HOUSE of REPRESENTATIVES and the President. The legislative draft 
that already approved together can be the object of examine, referring to 
the conclusion of the Constitutional Court verdict that stating the 
authorities to prosecute, considering a bill approved by the HOUSE of 
REPRESENTATIVES and the President, and it can be said to be actual or 
at least potential according to the reasonable reasoning at least will 
causes the loss of constitutional rights. 
 
Keyword : The Authority Of The Constitutional Court, Examining 
Legislative Draft, Approved Together 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu 
pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan 
badan-badan peradilan yang berada dibawahnya.1 Sebagai sebuah 
lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran 
strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip 
dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi 
penyelenggaraan hidup bernegara (the supreme law of the landI). 
Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai (the guardian 
of the constitution).2  
Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yang ada setelah 
adanya amendemen UUD NRI 1945. Dalam konteks ketatanegaraan 
Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan; Pertama,  sebagai pengawal 
konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di 
tengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas 
mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan 
oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung 
jawab. Ketiga, ditengah kelemahan konstitusi yang ada, Mahkamah 
                                                          
1 Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 
2 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Sinar 
Grafika : Jakarta, 2011), hlm. 7. 
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Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup 
dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.3 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) 
kewenangan dan satu kewajiban, adapun kewenangan tersebut yaitu: 
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.4 
Terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, Undang-Undang yang dimaksud adalah Peraturan 
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan persetujuan bersama Presiden. Sebelum undang-undang 
dinyatakan sah berlakuhnya undang-undang tersebut masih dalam 
bentuk rancangan, baik rancangan undang-undang yang diusulkan 
oleh Presiden maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu 
dilakukan pembahasan rancangan undang-undang untuk kemudian 
disetujui bersama dan disahkan oleh presiden dengan dibubuhi tanda 
tangan untuk selanjutnya dimasukan ke dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia sehingga rancangan undang-undang tersebut 
dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. 
                                                          
3  Jimly Asshiddiqie dalam Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia 
Pasca Amendemen UUD 1945 (Kencana : Jakarta, 2015), hlm. 221. 
4 Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 
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Dalam praktiknya pada putusan Nomor 97/PUU-XII/2014, dan 
Putusan Nomor 98/PUU-XII/2014 dalam objek pengujian undang-
undang tanpa nomor yang sama. Mahkamah Konstitusi mengadili 
permohonan pengujian undang-undang yang belum memiliki nomor 
dan belum dimasukan dalam lembaran negara artinya undang-undang 
tersebut belum disahkan masih dalam bentuk rancangan undang-
undang yang telah disetujui bersama.  
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilukada tersebut 
telah mendapat persetujuan bersama oleh DPR dalam rapat paripurna 
pada tanggal 25 September 2014. Sebelum disahkan oleh Presiden 
pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan tanggal 2 Oktober 
2014, Supriadi Widodo Edyono sebagai pemohon I dan kesembilan 
pemohon lainya mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang 
Tanpa Nomor pada tanggal 29 September 2014 kemudian diterima di 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam berkas Permohonan 
Nomor 219/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi 
dengan Nomor 97/PUU-XII/2014. Dalam waktu yang sama yaitu 29 
September 2014 Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H.,M.H. mengajukan 
permohonan yang sama yang kemudian diterima di Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi dalam berkas Permohonan Nomor 
221/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi dengan 
Nomor 98/PUU-XII/2014. 
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Dalam kedua Permohonan diatas pada intinya yang menjadi 
pertimbangan hukum pemohon adalah pengabaian terhadap prinsip 
bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat sebagaimana dalam UUD 
NRI 1945, Undang-undang tanpa nomor tentang Pemilihan Kepala 
Daerah pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur dipilih 
oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Dan ayat (2) Bupati dan Walikota dipilih oleh 
anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas 
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain mengabaikan prinsip kedaulatan 
ditangan rakyat pemohon juga merasa undang-undang tanpa nomor 
tersebut melanggar hak konstitusional pemohon pada pasal 28C dan 
24D UUD NRI 1945 yang pada intinya hak setiap warga negara untuk 
mengembangkan dirinya dan memperoleh kesmpatan yang sama 
dalam pemerintahan. Dalam putusan tersebut Mahkamah 
berkesimpulan berwenang mengadili permohonan para Pemohon, 
meskipun dalam amar Putusan untuk kedua permohonan tersebut, 
majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para 
Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan Hakim tidak dapat 
menerima permohonan para Pemohon karena objek permohonan 
Pemohon sudah tidak ada akibat dikeluarkanya Perpu No 1 Tahun 
2014 pada tanggal 2 Oktober 2014 yang mencabut Undang-Undang 
tersebut. 
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Berdasarkan uraian diatas Mahkamah Konstitusi menggangap 
Rancangan Undang-Undang yang telah mendapat persetujuan 
bersama menjadi kompetensi wilayah kewenanganya Sedangkan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya pada pengujian undang-
undang, bukan rancangan undang-undang yang telah mendapat 
persetujuan bersama. Hal ini menimbulkan polemik baru, RUU yang 
telah disetujui bersama dapatkah dikualifikasi sebagai Undang-
Undang? Atau tetap disebut Rancangan Undang-Undang yang belum 
memiliki keakutan hukum mengikat dalam artian hanya mengikat 
secara materil sebagaimana dimaksud  Jimly Asshiddiqie.5  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka 
penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 
mengadili permohonan Pengujian Rancangan Undang-
Undang yang telah disetujui bersama terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ? 
2. Apakah Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui 
bersama dapat dijadikan sebagai objek pengujian terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945? 
                                                          
5 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang (Rajawali Pers : Jakarta, 2014), hlm. 28. 
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C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan penulis membahas Kewenangan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia dalam Mengadili Permohonan 
Pengujian Rancangan Undang-Undang Yang Telah Disetujui Bersma 
adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Mahkamah 
Konstitusi dalam mengadili permohonan Pengujian 
Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
2. Untuk mengetahui apakah Rancangan Undang-Undang yang 
telah disetujui bersama dapat dijadikan sebagai objek 
pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
D. Manfaat Penulisan 
Adapun tujuan penulis membahas Kewenangan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia dalam Permohonan Pengujian 
Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama adalah : 
1. Agar hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan teoritis 
bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam 
hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Tata Negara 
khususnya terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesai; 
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2. Agar hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan 
bagi para akademisi dan kalangan yang berminat dalam  
bidang kajian yang sama terlebih lagi buat pribadi penulis ; 
3. Agar hasil penulisan ini menjadi sumbangsih dalam rangka 
pembangunan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan 
dalam menata sistem ketatanegaraan indonesia. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Konstitusi dan Konstitusionalisme 
1. Konstitusi 
Istilah konstitusi berasal dari bahasa perancis “consitituer ‘’ yang 
berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan istilah konstitusi 
maksudnya ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan 
menyatakan suatu Negara. Sementara itu istilah undang-undang 
dasar adalah terjemahan bahasa asing, yaitu  
Ingsris: “constitution”  
Jerman: Grunddgezetz (grund = dasar + gezetz = Undang-
undang)  
Belanda : Grundwet ( ground = dasar + wet = Undang-
undang ), dan dikenal pula istilah constitue.6 
Menurut Hans Kelsesn menguraikan tentang pengertian 
konstitusi yaitu konstitusi Negara, biasanya disebut sebagai “hukum 
fundamental “negara, adalah dasar dari tatanan hukum nasional. Dari 
tinjauan teori politik, konsep konstitusi mencakup juga norma-norma 
yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ 
eksekutif dan yudikatif tertinggi.7 
Konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, 
kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang 
menentukan susunan kedudukan organ-organ Negara, mengatur 
                                                          
6 Sobirin Malian, Dalam Romi Librayanto, Ilmu Negara Suatu Pengantar (Pustaka 
Refleksi : Makassar, 2010), hlm. 211-212. 
7  Hans Kelsen, Dalam  Romi Librayanto, Ibid., hlm. 217. 
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hubungan antarorgan negara itu, dan mengatur hubungan organ-
organ Negara tersebut dengan warga Negara.8 
Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat 
perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu 
diatur dan dibatasi sebagaiamana mestinya. Constitutions menurut Ivo 
D Duchacek, “ identify the sources, purposes,uses  and restraints of 
public power “9  (mengindentifikasikan sumber tujuan penggunaan dan 
pembatasan kekuasaan umum). Pembatasan kekuasaan pada 
umumnya dianggap merupakan corak umum meteri konstitusi. 
2. Konstitusionalisme 
Sebagamana konstitusionalisme, dikemukakan oleh Friedrich, 
didefenisikan sebagai  
“ an institutionalized system of effective, regularised restaraints 
upon governmental action “10 ( suatu system yang 
terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan 
teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintahan).  
Dalam pengertian demikian persoalan yang dianggap terpenting 
dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan 
atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. 
Menurut Walton H. Hamilton untuk tujuan to keep a government 
in order itu diperlukan pengaturan sedemikian rupa, sehingga 
dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan 
dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan 
                                                          
8  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Sinar Grafika : Jakarta 
Timur, 2011),hlm. 17. 
9  Ivo D Duchacek, Dalam  Jimly Asshiddiqie, Ibid. 
10  Friedrich, C.J., Dalam  Jimly Asshiddiqie, Ibid., hlm. 18.  
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membatasi kekuasaan ini seacara alamiah muncul karena adanya 
kebutuhan untuk memproses perkembangan peran relative 
kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.11  
Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu 
konsep yang niscaya bagi setiap Negara modern. Sebagamana 
dikatakan oleh C.J Friderich bahwa kesepakatan umum atau 
persetujuan (consensus) diantara mayoritas rakyat mengenai 
bangunan yang diidealkan berkenan dengan Negara. Organisasi 
Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan 
mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui 
pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut Negara.12 
Kata kuncinya adalah consensus atau general agreement.  
Konsensus yang menjamin tegaknya Konstitusionalisme di 
zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen 
kesepakatan (consensus), yaitu: 
1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general 
goals of society or general acceptance of the same philosophy of 
government). 
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan 
pemerintahan atau penyelenggaraan Negara (the basis of 
government). 
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur 
katatanegaraan (the form of institution and procedures). 
 
 
 
 
 
                                                          
11  Walton H. Hamilton, Dalam Jimly Asshiddiqie, Ibid., hlm. 20. 
12  William G. Andrews, Dalam Jimly Asshiddiqie, Ibid., hlm. 21. 
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B. Konsep Pengujian Undang-undang  
1. Pengujian Norma 
Dalam Praktik, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang 
dapat diuji atau atau yang biasa disebut sebagai norm control 
mecahanism. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum 
sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum yaitu: (i) 
keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling), (ii) 
keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif 
(beschiking), dan (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat 
penghakiman (judgement) yang biasa disebut vonis. Ketiga bentuk 
norma hukum di atas sama-sama dapat diuji kebenaranya melalui 
mekanisme peradilan (justisial) ataupun mekanisme non-justisial. Jika 
pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses 
pengujiannya itu disebut sebagai judicial review atau pengujian oleh 
lembaga judisial atau pengadilan. Akan tetapi, jika pengujian itu 
dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat 
dikatakan sebagai judicial review. 13 Sebutannya yang tepat 
tergantung kepada lembaga apa kewenangan untuk menguji atau 
toetsingsrecht itu diberikan. Toetsingsrecht atau hak menguji itu, jika 
diberikan kepada lembaga parlemen sebagai legislator, maka proses 
pengujian demikian itu lebih tepat disebut sebagai legislative review, 
bukan judicial review. Demikian pula jika hak menguji (toetsingsrecht) 
                                                          
13 Jimly Asshiddiqie, Hukum  Acara Pengujian Undang-undang (Sinar Grafika : Jakarta 
Timur, 2010),  hlm. 1. 
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itu diberikan kepada pemerintah, maka pengujian semacam itu 
disebut sebagai executive review, bukan judicial review maupun 
legislative review.14 
Dalam konsep pengujian undang-undang, khususnya berkaitan 
dengan pengujian undang-undang oleh kekuasaan kehakiman, perlu 
dibedakan pula antara istilah istilah judicial review dan judicial 
preview. 
a. Review  
Review berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, 
yang bersal dari kata re dan view, Dalam hubunganya dengan 
objek undang-undang, dapat dikatakan bahwa saat ketika 
undang-undang belum resmi atau sempurna sebagai undang-
undang yang mengikat untuk umum, dan saat ketika undang-
undang itu sudah resmi menjadi undang-undang, adalah dua 
keadaan yang berbeda. Jika undang-undang itu sudah sah 
sebagai undang-undang, maka pengujian atasnya dapat disebut 
sebagai judicial review. 
b. Preview 
pre dan view atau preview adalah kegiatan memandangi 
sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang 
dipandang itu. rancangan undang-undang dan belum 
diundangkan secara resmi sebagai undang-undang, maka 
                                                          
14  Ibid., hlm. 2. 
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pengujian atasnya tidak dapat disebut sebagai judicial review 
melainkan judicial preview.15 Dalam sistem Prancis, yang berlaku 
adalah judicial preview, karena yang diuji adalah rancangan 
undang-undang yang sudah disahkan oleh parlemen, tetapi 
belum disahkan dan diundangkan sebagaimana mestinya oleh 
Presiden. Jika parlemen sudah memutuskan dan mengesahkan 
suatu rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang, 
tetapi kelompok minoritas, menganggap rancangan yang telah 
disahkan itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi maka 
mereka dapat mengajukan rancangan undang-undang itu untuk 
diuji konstitusionalitasnya di la Conseil Constitutionnel atau 
Dewan Konstitusi. Dewan inilah yang akan memutuskan apakah 
rancangan undang-undang bertentangan atau tidak dengan 
Undang-Undang Dasar.16     
2. Konstitusionalitas Undang-Undang 
Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian 
mengenai nilai konstitusinalitas undang-undang itu, baik dari segi 
formil ataupun materil. Oleh karena itu pada tingkat pertama, 
pengujian konstitusionalitas itu haruslah dibedakan dari pengujian 
legalitas. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian 
konstitusionalitas sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian 
legalitas, bukan pengujian konstitusionalitas. Mahkamah Agung 
                                                          
15 Ibid., hlm. 3. 
16 Ibid. 
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menguji peraturan di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah 
Konstitusi menguji undang-undang saja, bukan peraturan lain yang 
tingkatanya berada dibawah undang-undang.17 
C. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia  
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan  
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk 
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan.18 
Menurut Bgair Manan, Pengertian Peraturan Perundang-
Undangan adalah sebagai berikut ;19 
1) Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau 
lingkungan jabatan yang berwenang yang berisih aturan 
tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. 
2) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-
ketentuan mengenai hak dan kewajiban, fungsi, status atau 
suatu tatanan. 
3) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-
abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau 
                                                          
17Ibid.,  hlm. 5. 
18 Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
19 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan 1, (Kanisius:Yogyakarta, 2007), 
hlm. 10-11.  
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tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkrit 
tertentu. 
4) Dengan mengambil pemahaman dalam dalam kepustakaan 
Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut 
dengan wet in materile zin, atau sering juga disebut dengan 
algemeen verbindende voorschrift yang meliputi antara lain: 
de supra nationale algemeen verbidende voorschriften, wet, 
AMvB, de Minesteriele verordening, de gemeentelijke 
raadsverordeningen, de provincial staten verordeningen. 
Menurut Maria Farida20 dari pengertian peraturan perundang-
undangan diatas dapat ditarik beberapa unsur yaitu ; 
1) Merupakan suatu keputusan tertulis 
2) Dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang 
berwenang. 
3) Mengikat umum. 
2. Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 
Dalam ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya disebut 
(UU No. 12 Tahun 2011), ditetapakan jenis dan hierarki peraturan 
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pada Pasal 7  ayat 21 : 
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri 
atas : 
                                                          
20 Ibid., hlm. 12. 
21 Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
16 
 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat22; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi;23 dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota24. 
(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai 
dengan hierarki 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud tidak 
terbatas dalam pasal 7 ayat (1) saja, tetapi mencakup juga peraturan 
lain sebagaimana yang disebut dalam pasal 8 ayat 1 26 “ Jenis 
Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh27 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank 
                                                          
22 Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 
I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. 
23 Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi 
Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi 
(Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 
24 Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di 
Kabupaten/Kota 
di Provinsi Aceh. 
25 Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang 
didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak 
boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam 
Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
26 Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
27 Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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Indonesia, Menteri,28 badan, lembaga, atau komisi yang setingkat 
yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas 
perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” 
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau dibentuk “berdasarkan kewenangan”.29 
Dari jenis peraturan diatas yang tersusun secara hirarki, tentu 
dalam penggunaan dan pengujiannya pun juga berbeda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terkait dengan 
pengujian konstitusional dan (2) terkait pengujian legalitas, sebagai 
berikut :30 
1. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 
2. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah 
Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, 
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 
 
 
 
                                                          
28 Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh 
menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu 
dalam pemerintahan. 
29 Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan 
tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
30 Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
18 
 
3. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 
Dalam membentuk sebuah undang-undang materi muatan 
yang harus diatur harus berisi :31 
a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-
Undang; 
c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; 
d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 
e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 
Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.32 
Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang sama dengan materi muatan UndangUndang.33 Materi 
muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan 
Undang-Undang sebagaimana mestinya.34 Yang dimaksud dengan 
“menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah 
penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah 
Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang 
sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang 
diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.35  
                                                          
31 Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
32 Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
33 Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
34 Pasal 12 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
35 Penjelasan Pasal 12 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
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Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang 
diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan 
Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan 
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.36 Peraturan Presiden 
dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah 
Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun 
tidak tegas diperintahkan pembentukannya.37 
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta 
menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.38 
Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat 
dalam: 
a. Undang-Undang; 
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau 
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 
                                                          
36 Pasal 13 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
37 Penjelasan Pasal 13 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
38 Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
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juta rupiah)39. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau 
pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 
dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.40 
D. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang 
1. Undang-Undang 
a. Pengertian Undang-Undang 
Merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang 
adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang 
mengikat secara umum dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 
Dalam berbagai literatur dan doktrin beberapa ahli, 
Undang-Undang dibedakan antara Undang-undang dalam arti 
formil (wet in formale zein) dengan Undang-undang dalam arti 
materil (wet in material zein). Undang-undang dalam arti 
materil itu menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi isi, 
materi, atau substansinya, sedangkan Undang-undang dalam 
arti formal dilihat dari segi bentuk dan pembentukanya. 
Pembedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan 
                                                          
39 Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
40 Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
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atau sudut pengelihatan, yaitu suatu undang-undang yang dapat 
dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang 
dapat dilihat dari dua hal yang sama sekali terpisah.41  
Untuk lebih jelas, perbedaan antara bentuk dan isi 
peraturan yang dimaksud dapat kita gambarkan dalam beberapa 
kemungkinan sebagai berikut ; (i) ada peraturan yang 
berbebntuk undang-undang, tetapi yang diaturnya seharusnya 
cukup dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah saja. Hal 
ini tentu dapat diniali mubazir. (ii) ada peraturan yang berbentuk 
peraturan presiden, padahal isinya seharusnya berbentuk 
undang-undang. Contoh yang lebih konkrit adalah peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Dari segi 
bentuknya, jelas bentuk perpu itu adalah perauturan pemerintah, 
tetapi dari segi isinya perpu ini sebenarnya  adalah undang-
undang yang karena alasan kegentingan yang memaksa 
ditetapkan sendiri oleh presiden tanpa lebih dulu mendapat 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.42 Pengertian undang-
undang dalam arti materil dan undang dalam arti formil, tidak 
saja perbedaan mengenai pengelihatan kita atas suatu undang-
undang, tetapi memang dapat dilihat sebagai dua hal yang 
terpisah sama sekali. 
 
                                                          
41  Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Rajawali Pers : Jakarta, 2014), hlm. 24. 
42 Ibid., 
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b. Lembaga Pembentuk Undang-Undang 
Merujuk pada UUD NRI 1945 kekuasaan legislasi ada pada 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, jika terkait dengan otonomi daerah. Namun Presiden 
atau Pemerintah juga berhak mengusulkan rancangan undang-
undang pada DPR. Ketentuan tentang tahap perencanaan 
Rancangan Undang-undang (RUU) diatur dalam Pasal 16 
sampai dengan pasal 23 UU No. 12 Tahun 2011. Perencanaan 
penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas.43 
Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan 
skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam 
rangka mewujudkan sistem hukum nasional.44 
Dalam kerangka penyusunan skala prioritas Prolegnas, 
penyusunan daftar RUU didasarkan atas; 
a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. perintah Undang-Undang lainnya; 
d. sistem perencanaan pembangunan nasional; 
e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; 
f. rencana pembangunan jangka menengah; 
g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan 
h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. 
Pennyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR RI dan 
Pemerintah. Dengan DPR RI sebagai koordinator melalui Alat 
Kelengkapan DPR RI yang khusus menangani bidang legislasi 
                                                          
43 Pasal 16 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
44 Pasal 17 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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(Badan Legislasi), secara  terkoordinasi, terarah, dan terpadu 
berdasarkan rumusan dan kesepakatan bersama.45 Ketentuan 
diatas diatur dalam Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2011. Yang 
berbunyi sebagai berikut :46 
(1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah 
dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR 
yang khusus menangani bidang legislasi. 
(2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan 
oleh alat kelengkapan DPR yang khususmenangani bidang 
legislasi. 
(3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, 
DPD, dan/atau masyarakat. 
(4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah 
dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan 
Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan 
Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. 
c. Undang-Undang Sebagai Objek Pengujian Mahkamah 
Konstitusi 
c. 1. Sejarah Mahkamah Konstitusi 
Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai special tribunal 
secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengembang 
tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh 
sebelum Negara kebangsaan yang modern (modern nation-
                                                          
45 Aziz Syamsuddin, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang (Sinar Grafika : 
Jakarta Timur, 2013), hlm. 10.  
46 Pasal 21 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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state), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum 
yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. 
Sejarah modern judicial review, yang merupakan ciri utama 
kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh 
Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang 
berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai 
dengan penerimaan yang luas.47 
Hans Kelsan, seorang sarjana hukum yang sangat 
berpengaruh pada abad ke-20, diminta menyusun sebuah 
konstitusi bagi Republik Austria yang baru muncul dari puing 
kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan 
marsahall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan 
sebagai seperangkat norma hukum yang superior (lebih tinggi) 
dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara 
demikian. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang 
luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas 
penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang 
mahkamah khusus yang terpisah dari perdilan biasa untuk 
mengawasi undang-undang dan membatalkanya jika ternyata 
bertentangan dengan undang-undang dasar. Meski Kelsen 
merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan mahkamah 
konstitusi berdasar model itu untuk pertama sekali adalah 
                                                          
47 Maruarar Siahan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Sinar 
Grafika:Jakarta,2011), hlm. 3. 
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Cekoslowkia pada bulan Februari tahun 1920, baru pada bulan 
Oktober 1920, rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di 
Austria.48 Berikut kewenangan MK di Austria dan Prancis 
sebagai perbandingan kewenangan pengujian UU ;  
1. Mahkamah Konstitusi Austria49 
Austria adalah Negara pertama di Eropa yang memiliki organ 
pennjamin konstitusi dengan nomenklatur Mahkamah 
Konstitusi. Organ ini diusulkan oleh Hans Kelsen ketika 
diberi tugas untuk mendesain konstitusi demokratis Austria 
sekitar tahun 1919. Berdasarkan konstitusi Austria atau 
disebut Article 139 B-VG dan Article 140 B-VG, Mahkamah 
Konstitusi Austria berwenang: 
a. Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang.  
b. Pengujian Legalitas Peraturan di bawah Undang-
undang.  
c. Pengujian Perjanjian Internasional.  
d. Mengadili Legalitas Hasil Pemilihan Umum. 
e. Peradilan Impeachment. 
f. Kewenangan sebagai Peradilan Administrasi Khusus 
yang terkait dengan” constitutional complaint “individu 
warga Negara. 
g. Sengketa kewenangan dan pendapatan keuangan 
antar-negara bagian, dan antara Negara bagian dengan 
federal. 
h. Sengketa kewenangan antarlembaga Negara. 
i. Kewenangan memberikan penafasiran Undang-undang 
Dasar.     
2. Dewan Konstitusi Prancis50 
                                                          
48 Ibid., hlm. 4. 
49 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara (Sinar 
Grafika : Jakarta Timur, 2012), hlm. 117-124. 
50 Ibid., hlm. 134-136. 
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Dewan Konstitusi Prancis telah terbentuk di bawah konstitusi 
Republik Kelima Prancis Tahun 1958. Kewanangan dewan 
sebagai berikut: 
a. Menguji Rancangn Undang-undang atau peraturan, 
dalam article 61 Kontitusi 1958 ditentukan bahwa untuk 
disahkan menjadi undang-undang, rancangan undang-
undang dapat diajukan kepada Dewan Konstitusi oleh 
Presiden Republik, Perdana Menteri atau oleh salah 
satu Ketua dari kedua kamar parlemen (Majelis 
Nasional dan Senat). 
b. Mengawasi dan menentukan batas-batas domain “la 
loi” (law atau undang-undang) dan “le reglement” 
(regulasi atau peraturan pemerintah). 
c. Menguji Konstitusionalitas Undang-undang (organic 
laws) yang umumnya menyagkut legislasi yang 
membentuk, memperbarui kedudukan atau 
memfungsikan institusi atau badan-badan public. 
d. Menguji Konstitusionalitas Peraturan Tata Tertib Majelis 
Nasional dan Senat, 
e. Menguji Konstitusionalitas Perjanjian Internasional 
(international treaties). 
f. Menguji Konstitusionalitas Undang-undang biasa 
(statutory law atau ordinary legislation) yang bukan 
termasuk kategori undang-undang organik (organic 
laws) seperti tersebut di atas.   
Di Indonesia, gagasan tentang judicial review untuk 
menjamin konsistensi isi UU terhadap UUD dan konstitusi telah 
lama muncul, bahkan perna dimuat di dalam Konstitusi RIS dan 
UUDS 1950. Di dalam UUD 1945 yang asli (sebelum 
diamandemen), ketentuan tentang judicial review tak dimuat 
sama sekali. Tetapi, dalam UU No. 14 Tahun 1970 dan Tap MPR 
No. III/MPR/1978 hal itu diatur, meski tak dapat 
diimplementasikan dalam praktik. Barulah stelah diamandemen 
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(pada amandemen ketiga tahun 2001).51 UUD NRI 1945 memuat 
ketentuan tentang judicial review yang dapat dilakukan oleh 
Mahkamah Konstitusi untuk tingkat UU terhadap UUD dan oleh 
Mahkamah Agung untuk peraturan perundang-undangan 
dibawah UU terhadap UU. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24A 
ayat (1) dan 24 ayat (1). 
c. 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara ekplisit disebut 
dalam UUD NRI 1945 Pasal 24C sebagai berikut: 
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.52 
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 
Undang-Undang Dasar.53 
Dari rumusan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatas. 
Dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 29 ayat (1) dan (2) secara khusus diatur 
wewenang Mahkamah Konstitusi yang juga diatur dalam Pasal 
10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagai berikut: 
                                                          
51 Moh. Mahfud MD,  Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi (Rajawali 
Pers:Jakarta, 2012), hlm. 128. 
52  Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga. 
53 Pasal 24C Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga. 
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(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : 54 
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
c. memutus pembubaran partai politik ; dan 
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.55 
Mengenai pengujian UU, diatur dalam Bagian Kedelapan 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi dari Pasal 50A sampai dengan Pasal 60. Undang-
undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi 
kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai 
produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan 
yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip 
hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang 
yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada 
peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-
undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme 
yang disepakati adalah judicial review.56 Jika undang-undang 
                                                          
54 Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 
55 Pasal 10 Ayat 2 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 
56 Judicial review merupakan hak uji (toetsingrechts) baik materiil maupun formil yang 
diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya 
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atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras 
dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan Mahkamah 
Konstitusi Melalui kewenangan judicial review, Mahkamah 
Konstitusi menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak 
lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor 
konstitusi.57 
Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Juncto Pasal 3 Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 Tentang Pedoman 
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Perihal 
permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, yang dimaksud Pemohon adalah pihak yang 
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 
dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :58 
a. perorangan warga negara Indonesia;  
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup 
dan sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam 
undang-undang;  
c. badan hukum  publik atau privat; atau  
d. lembaga negara. 
                                                                                                                                                               
laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di 
hadapan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya. Pengujian 
biasanya dilakukan terhadap norma hukum secara a posteriori, kalau dilakukan secara 
a priori disebut judicial preview sebagaimana misalnya dipraktekkan oleh Counseil 
Constitusional (Dewan Konstitusi) di Prancis. Judicial review bekerja atas dasar adanya 
peraturan perundang-undangan yang tersusun hierarkis. Dalam Makalah, Dr.  Janedjri  
M. Gaffar, M.Si., Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Periode 
2004-2015.,hlm. 14. 
57  Ibid. 
58 Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 
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Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, 
serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak 
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, 
yaitu : 
a. adanya  hak  konstitusional  Pemohon  yang  diberikan  oleh  
Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 
1945; 
b. bahwa hak  konstitusional  Pemohon tersebut  dianggap  
oleh  Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang 
yang diuji; 
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud 
bersifat spesifik (khusus)  dan  aktual  atau  setidaknya  
bersifat  potensial  yang  menurut penalaran yang wajar 
dapat dipastikan akan terjadi; 
d. adanya hubungan sebab akibat  (causal  verband)  antara  
kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan 
untuk diuj; 
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan 
tidak akan atau tidak lagi terjadi; 
 
c. 3. Hukum Acara Pengujian Undang-undang MK RI 
Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian 
materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi. Pengujian materiil adalah pengujian UU yang 
berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau 
bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 
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Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan 
proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk 
pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 59 
Hak dan/atau kewenangan konstitusional adalah hak 
dan/atau kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.60 Hak dan kewenangan 
konstitusional juga telah dibatasi dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 
20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya 
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 
UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh 
pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian; 
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik 
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang 
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan 
terjadi; 
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara 
kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang 
yang dimohonkan pengujian; 
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang 
didaliklkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 61 
                                                          
59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara 
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 
60 Ibid. 
61 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, 
hlm. 5-7. 
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Permohonan diajukan kepada Mahkamah melalui 
Kepaniteraan. Pada saat pemohon memasukan permohonan ke 
Kepaniteraan, Petugas Kepaniteraan wajib memerikasa 
kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan 
sebagaimana diatur dalam pasal 5 PMK No. 06/PMK/2005 
tentang PUU, apabilah berkas permohonan dinilai telah lengkap, 
berkas permohonan dinyatakan diterima oleh petugas 
kepaniteraan dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas 
Perkara kepada Pemohon. Dan apabila permohonan belum 
lengkap, panitera Mahkamah memberitahukan kepada Pemohon 
tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan 
pemohon harus sudah melengkapinya dalam waktu selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimannya Akta 
Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas.62 
Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi 
persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 
(BRPK) dan diberi nomor perkara. Seteleh permohonan 
terregistrasi panitera menyampaikan kepada ketua MK untuk 
menetapkan susunan Panel Hakim yang perkara tersebut, ketua 
panel hakim menetapkan hari sidang pertama dalam jangka 
                                                          
62 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara 
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waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak 
permohonan dicatat dalam BRPK.63  
Setelah penjadwalan sidang oleh Ketua Panel Hakim, 
selanjutnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan dilakukan 
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang 
sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi. 
Dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa 
kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi 
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) 
Pemohon, dan pokok permohonan, dalam pemeriksaan hakim 
wajib memberi nasehat kepada Pemohon dan/atau kuasanya 
untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam 
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.64 
Dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan oleh 
Panel Hakim, Panel yang bersangkutan melaporkan hasil 
pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno 
Permusyawaratan Hakim untuk proses selanjutnya. Dalam 
laporan termasuk pula usulan penggabungan pemerikasaan 
persidangan terhadap beberapa perkara dalam hal:  
a. memiliki kesamaan pokok permohonan; 
b. memiliki keterkaitan materi permohonan atau; 
c. pertimbangan atas permintaan Pemohon. 
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Pemeriksaan penggabungan perkara dapat dilakukan 
setelah mendapat Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi.65 
Setelah Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan Pemeriksaan 
Persidangan dalam sidang pleno yang terbuka untuk Umum. 
Dalam hal pemohon mengajukan permohonan penarikan 
kembali, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim atau Panel 
Hakim yang bersangkutan melalui Rapat Pleno 
Permusyawaratan Hakim memberikan rekomendasi kepada 
Mahkamah untuk menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah. 
Ketua Mahkamah menerbitkan Ketetapan Penarikan Kembali 
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan 
memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam BRPK, 
yang salinannya disampaikan kepada Pemohon.  
Putusan MK, Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri 
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi dan 
dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang 
dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. 
Amar putusan berbunyi: 
a. “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat 
diterima “, dalam hal permohonan tidak memenuhi 
syarat sebagiamana dimaksud Pasal 56 ayat (1) UU 
Nomor 24 tahun 2003; 
b. “Mengabulkan permohonan Pemohon”; 
“Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan 
atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan 
UUD 1945”; 
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“Menyatakan bahwa materi mautan ayat, pasal, 
dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat”, dalam hal permohonan 
beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2), 
ayat (3) dan pasal 57 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 
2003; 
c. “Mengabulkan Permohonan Pemohon”; 
“Menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak 
memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan 
UUD 1945’’; 
“Menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat”, dalam hal permohonan beralasan 
sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 57 
ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003; 
d. “ Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak’’, dalam 
hal UU yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan 
dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan 
maupun materinya sebagian atau keselurusahan 
sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (5).66  
 
Selain daripada Putusan, MK juga mengelurakan 
Ketetapan, ketetapan dilkelurkan dalam hal: 
a. Permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah 
untuk mengadilinya; atau 
b. Pemohon menarik kembali permohonannya. 
Sebagaimana dimaksud poin a, amar ketetapan berbunyi 
“menyatakan Mahkamah Kostitusi tidak berwenang mengadili 
permohonan Pemohon”. Sebagaimana dimaksud point b, amar 
ketetapan berbunyi (i) “Mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk menarik kembali permohonannya”; (ii) “Menyatakan 
Permohonan Pemohon ditarik kembali”; (iii) “Memerintahkan 
kepada Panitera untuk mencatat perihal penarikan kembali 
                                                          
66 Ibid. 
36 
 
permohonan Pemohon dalam BRPK ”. Permohonan yang telah 
ditarik tidak dapat diajukan kemabali.67 
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 
a. Pengertian Perpu 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah 
Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden 
dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.68 Materi muatan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sama dengan 
materi muatan Undang-Undang.  
b. Syarat Dikeluarkanya Perpu 
Dalam UUD NRI 1945 Pasal 22 ayat (1) sebagaimana 
berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden 
berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti 
undang-undang. Pada ayat (2) “Peraturan Pemerintah itu harus 
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
Persidangan yang berikut” dan ayat (3) menteukan “Jika tidak 
mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah harus 
dicabut “.   
Dari pembatasan syarat diatas dapat dimaknai, bahwa; 
1. Peraturan tersebut, disebut peraturan pemerintah 
sebagai pengganti undang-undang, yang berarti bahwa 
bentuknya adalah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai 
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68 Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
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mana dimaksud pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 
berbunyi “Presiden menetapkan peraturan pemerintah 
untuk menjalankan undang-undang sebagaimana 
mestinya”, jika biasanya PP dikelurakan untuk 
menjalankan UU, dalam hal kegentingan memaksa PP 
dapat dipakai untuk menuangkan ketentuan-ketentuan 
yang semstinya dituangkan dalam bentuk UU. 
2. Frasa “kegentingan yang memaksa “itu terkandung sifat 
darurat atau “emergency” yang memeberikan alas 
kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu 
atau disebut undang-undang darurat menurut Konstitusi 
RIS 1949 dan UUDS 1950. Keadaan bahaya seperti 
yang dimaksud pasal oleh pasal 12 UUD 1945 memang 
dapat menjadi salah sebab terjandinya persyaratan 
“kegentingan yang memaksa” menurut pasal 22 ayat (1) 
UUD NRI 1945 itu. Akan tetapi, kegentingan yang 
memaksa menurut pasal 22 itu tidak selalu bersumber 
dari “keadaan bahaya” menurut ketentuan pasal 12. 
Pengertian bahaya itu dapat saja diartikan sebagai 
ancaman yang datang dari luar, tetapi keadaan “ 
genting dan memaksa” dapat timbul sebagai akibat 
38 
 
ancaman dari luar ataupun sebagai akibat tuntutan yang 
tak terelakan dari dalam.69 
Selain pembatasan syarat diatas, sejak Putusan MK No. 
138/PUU-VII/2009 juga telah memberi 3 (tiga) syarat 
kegentingan yang memaksa, sebagaimana berikut: 
Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:  
1.  adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk 
menyelesaikan masalah hukum secara cepat 
berdasarkan Undang-Undang; 
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada 
sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-
Undang tetapi tidak memadai;  
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan 
cara membuat UndangUndang secara prosedur biasa 
karena akan memerlukan waktu yang cukup lama 
sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu 
kepastian untuk diselesaikan; 
c. Perpu sebagai Objek Pengujian MK 
Sejak Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 terkait dengan 
pengujia Perpu, MK menganggap berwenang menguji Perpu 
sebagaimana pertimbangan hukum MK sebagai berikut: 
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...Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma 
hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum 
baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. 
Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan 
nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada 
persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma 
hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat 
DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum 
tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. 
Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang 
kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang 
maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut 
Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara 
materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah 
berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 
sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, 
dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu 
tersebut telah menjadi Undang-Undang.70 
E. Rancangan Undang-Undang yang Telah Disetujui Bersama 
Menurut Jimly Asshiddiqie71 undang-undang secara formal jelas 
berbeda dari rancangan undang-undang. Pembatas antara suatu 
rancangan undang-undang dan undang-undang adalah tindakan 
pengesahan formal berupa pengundangan undang-undang itu dalam 
Lembaran Negara. Sejak undang-undang itu diundangkan, maka 
naskahnya resmi disebut sebagai undang-undang. Akan tetapi, 
sebelum naskah yang bersangkutan resmi disahkan oleh Presiden 
dan kemudian diundangkan sebagaimana mestinya dalam Lembaran 
Negara, maka naskah rancangan itu masih tetap disebut sebagai 
rancangan undang-undang. Akan tetapi, sbelum naskah yang 
bersangkutan resmi disahkan oleh Presiden dan kemudian 
diundangkan sebagaimana mestinya dalam Lembaran Negara, maka 
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naskah rancangan itu masih tetap disebut sebagai rancangan undang-
undang. Tentu saja dapat dibedakan antara (i) rancangan undang-
undang yang belum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 
(ii) rancangan undang-undang yang sedang dalam proses 
pembahasan bersama oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan 
(iii) rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan 
bersama oleh DPR bersama dengan pemerintah, yaitu yang sudah 
disahkan secara materiil dalam rapat paripurna DPR-RI sebagai tanda 
dicapainya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden atas 
rancangan undang-undang yang bersangkutan.  
1. Rancangan Undang-Undang yang belum dibahas bersama oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah 
Suatu rancangan undang-undang. Meskipun belum dibahas 
secara resmi dalam persidangan, sudah dapat dianggap resmi 
statusnya sebagai rancangan undang-undang, apabilah atas 
inisiatif DPR resmi telah dikirmkan kepada DPR. Statusnya sebagai 
rancangan undang-undang terus berlanjut sampai rancangan 
undang-undang dibahas bersama oleh DPR bersama pemerintah. 
Dalam proses pembahasan itu, tentu dapat terjadi penambahan 
dan pengurangan materi ketentuan yang diatur didalamnya.72 
Ketentuan tentang tahap penyusunan RUU diatur dalam Pasal 43 
sampai dengan Pasal 51 UU No. 12 Tahun 2011. Tahap 
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penyusunan RUU ditandai oleh pengajuan RUU, sebagaimana 
tertuang dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU 
No. 12 Tahun 2011. Prosedur pengajuan RUU oleh DPR RI diatur 
dalam ketentuan pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi73 . 
(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh 
anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat 
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi 
atau DPD. 
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR 
dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus 
menangani bidang legislasi. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan 
Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR.    
 
Adapun prosedur pengajuan RUU oleh Presiden diatur dalam 
ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang berbunyi74  
(1) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden 
disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah 
non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya. 
(2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri 
atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait 
membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar non-
kementerian. 
(3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden 
dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan 
Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. 
Sebagaimana ketentuan pasal 51 UU No. 12 Tahun 2011 
menyatakan bahwa “Apabila dalam satu masa sidang DPR dan 
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Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai 
materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-
Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-
Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan 
untuk dipersandingkan “. 
2. Rancangan Undang-Undang dalam Proses Pembahasan 
Bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah 
Proses pembahasan itu sendiri mencakup pula kegiatan 
pengambilan keputusan butir demi butir materi ketentuan yang 
terdapat didalam rancangan undang-undang itu. Materi yang sudah 
disepakati dalam rapat-rapat itu secara akumulatif akhirnya akan 
dibawah ke rapat paripurna DPR untuk mendaptkan pengesahan 
sebagai tanda dicapainya persetujuan bersama antara DPR dan 
pemerintah atas rancangan undang-undang itu sebagai 
keseluruhan.  
Ketentuan tentang tahap pembahasan RUU diatur dalam 
pasal 65 sampai dengan pasal 71 UU No. 12 Tahun 2011. 
Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) 
UU No. 12 Tahun 2011, Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR RI 
bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, serta 
mengikutsertakan DPD RI untuk RUU yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, 
pemekaran, dan penggambungan daerah, pengolahan sumber 
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daya alam dan sumber daya ekonomi lainya, dan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. 
Pembahasan RUU dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkat 
pembicaraan, yang terdiri atas (ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 
UU No. 12 Tahun 2011): 
(1) Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan 
komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau 
rapat Panitia Khusus; dan 
(2) Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.75 
 
Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah 
untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara 
terbanyak sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 12 Tahun 
2011. 
3. Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui Bersama oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah 
Setelah rancangan undang-undang itu secara resmi disahkan 
dalam rapat paripurna DPR sebagai tanda persetujaan bersama, 
maka secara materil rancangan undang-undang itu dapat dikatakan 
sudah bersifat final. Dikatakan bahwa penyusunan materinya sudah 
selesai, karena materinya sudah tidak dapat lagi diubah siapa pun, 
termasuk oleh presiden dan DPR. Sesuai dengan ketentuan pasal 
20 ayat (4) UUD NRI 1945, rancangan undang-undang yang sudah 
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mendapat persetujuan bersama itu, akan disahkan sebagaimana 
mestinya oleh Presiden.  
RUU yang sudah mendapat persetujuan bersama oleh DPR 
RI dan Presiden kemudian disampaikan oleh pimpinan DPR RI 
kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. 
Penyampaian RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama  7 
(tuju) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.76 
(ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011). 
Bahkan, oleh pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945, ditentukan jika 
presiden sendiri tidak bersedia mengesahkanya, maka rancangan 
undang-undang itu akan berlaku dengan sendirinya setelah 30 hari 
semenjak rancangan undang-undang itu resmi mendapat 
persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden.77 
Oleh karena itu materi rancangan undang-undang yang telah 
mendapat persetujuan bersama itu tidak dapat berubah lagi, Jimly 
menamakan pengetukan palu sidang paripurna DPR-RI yang 
menyatakan bahwa rancangan undang-undang itu telah disetujui 
secara bersama oleh DPR bersama pemerintah sebagai 
pengesahan yang bersifat materil. Sedangkan pengesahan yang 
dilakukan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) 
UUD NRI 1945, yaitu dengan menandatangani dan memerintahkan 
pengundangannya dalam Lembaran Negara dan Tambahan 
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77 Jimly Asshiddiqie, Perihal Op., Cit., hlm. 29. 
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Lembaran Negara merupakan pengesahan formal yang bersifat 
administratif. Secara materil, kualitas rancangan undang-undang 
tersebut sudah dapat dianggap sebagai undang-undang, meskipun 
secara formal belum mengikat untuk umum.  
Tentu saja pendapat seperti ini dapat dianggap tidak lazim dan 
dapat mengundang kontroversi tersendiri di kalangan ahli hukum. 
Pasti banyak di antara para ahli hukum kita yang tidak setuju dengan 
pendapat demikian, karena bagaimanapun secara resmi status 
Rancangan Undang-Undang (RUU) tetap merupakan RUU sampai ia 
disahkan oleh presiden dan diundangkan sebagaimana mestinya 
dalam Lembaran Negara. Antara RUU (wetsontwerp) dan UU (wet) 
jelas tidak sama. Walaupun RUU yang disetujui bersama oleh 
Presiden bersama dengan DPR, selama belum disahkan menjadi 
UU, tetapi masih “berbaju” RUU (wetsonwerp) bukan UU (wet).           
4. Pengundangan Rancangan Undang-undang 
Sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum Perpres No. 87 
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 12 
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Pengundangan adalah penempatan Peraturan 
Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara 
Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, 
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Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita 
Daerah.78 
  Ketentuan tentang tahap pengundangan RUU diatur dalam 
Pasal 81 sampai dengan Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011. Agar 
setiap orang mengetahuinya setiap UU harus diundangkan dengan 
menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
disertai nomor dan tahunya, dan menempatkan penjelasan (Umum 
dan Pasal demi Pasal) dari UU tersebut dalam Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia dengan memberikan nomor. 
Pengundangan UU dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
dilaksanakan oleh menteri yang menyelengarakan urusan 
pemerintahan dibidang hukum.79  
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 
Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia. Proses pengundangan Peraturan 
Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita 
                                                          
78 Pasal 1 angka 12 Perpres No. 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. 
79 Pasal 73 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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Negara Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri melalui 
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 
Permohonan diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut : 80   
“ Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan 
yang akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara atau pimpinan lembaga yang 
berwenang.’’ 
Jimly Asshiddiqie kemudian membagi atas dua bentuk 
pengesahan, (i) Pengesahan Materiil, artinya tindakan pengesahan 
yang dilakukan oleh DPR dalam rapat paripurna terakhir yang 
mengesahkan tercapainya persetujuan bersama antara DPR dan 
Pemerintah untuk disahkannya rancangan undang-undang itu 
sebagaimana mestinya menjadi undang-undang. (i) Pengesahan 
Formil, artinya rancangan undang-undang sah menjadi undang-
undang setelah disahkan oleh presiden yang dibubuhi tanda tangan, 
dan dapat dikatakan mengikat secara umum.81     
Pengundangan UU dan penempatanya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia dimaksudkan agar UU tersebut dapat 
berlaku dan mengikat umum. Sebab pada dasarnya, UU mulai 
                                                          
80  Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata 
Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara 
Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. 
81 Jimly Asshiddiqie, Perihal, Op. Cit., hlm. 205-211. 
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berlaku dan memiliki kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan 
kecuali ditentukan lain di dalam UU tersebut.82  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
82  Aziz Syamsuddin, Op. Cit., hlm. 17. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian 
yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan 
pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara 
meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia dan menggunakan bahan hukum lainnya.83 Penelitian ini 
menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
dalam mengadili permohonan pengujian rancangan undang-undang 
yang telah disetujui bersama terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.  
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. 
Pendekata-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case 
approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach). 
Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 
                                                          
83 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 
2011), hlm. 93. 
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Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan 
Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian 
Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 
dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2017  Tentang syarat sebagai 
Pemohon dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi serta peraturan terkait dengan 
pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan 
untuk meneliti legal standing kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dalam megadili permohonan pengujian rancangan undang-undang 
yang telah disetujui bersama dan pertimbangan hukum Mahkamah 
Konstitusi dalam mengadili permohonan pemohon. 
Dalam kajian penelitian ini timbul akibat kasus pengujian 
undang-undang tanpa nomor terhadap Undang-Undang Dasar yang di 
putus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor. 97UU-
XII/2014, Perkara Nomor. 98/PUU-XII/2014, Perkara Nomor. 99/PUU-
XII/2014, dan Perkara Nomor. 100/PUU-XII/2014. Maka dari itu 
penulis mengunakan pendekatan kasus (case approach) dengan cara 
melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan pengujian 
undang yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah 
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mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengetahui pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan 
sehingga dapat menunjang argumentasi penulis dalam memecahkan 
masalah hukum yang diangkat penulis. 
Penulis juga mengunakan pendekatan komparatif (comparative 
approach) yaitu, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan 
kewenangan Peradilan Konstitusi/Mahkamah Konstitusi di beberapa 
Negara dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh persamaan dan 
perbedaan kewenangan Peradilan Konstitusi/Mahkamah Konstitusi 
diantara beberapa negara dengan melihat pada konstitusi atau 
undang-undang negara tersebut. 
Mengingat kajian dalam penelitian ini sangat erat dengan doktirn-
doktrin dan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum, maka 
pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konseptual 
(conseptual approach). Doktrin dan pandangan akan menjadi pijakan 
bagi peneliti agar dapat membangun argumentasi hukum yang 
komprehensif terkait isu hukum yang dikaji. Doktrin dan pandangan 
yang dijadikan rujukan adalah doktrin pengesahan dan pemberlakuan 
undang-undang.  
C. Bahan Hukum 
Untuk memecahakan isu hukum dan sekaligus memberikan 
preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan bahan  
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penelitian. Adapun bahan penelitian berupa bahan hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah :84  
1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat  
autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat. Yang terdiri 
atas : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
b. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
c. Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi. 
d. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
e. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
f.  Peraturan lainnya yang terkait dengan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serat pembentukan 
peraturan perundang-undangan. 
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum  yang memberikan 
penejelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas 
                                                          
84 Ibid., hlm. 141. 
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literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, serta 
artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. 
D. Analisis Bahan Hukum 
Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan 
diinventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis secara 
mendalam sehingga diperoleh ratio logis mengenai persoalan hukum 
yang diteliti. Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah 
diharmonisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut 
berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan 
ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam 
penelitian hukum ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan 
Nomor: 97/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang 
tanpa nomor Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945   
Pertimbangan Hukum 
[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan 
para Pemohon adalah pengujian konstitutioanlitas Pasal 3 Undang-
Undang Tanpa Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur,Bupati, dan Walikota [ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586,selanjutnya 
disebut UU/22/2014)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 
[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok 
permohonan, Mahkamah Konsitusi (selanjutnya disebut 
Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut: 
Kewenangan Mahkamah 
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketenutan Pasal 24C ayat (1) 
UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Thaun 2011 tentang 
Perubahan ATAS Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentag 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076), Mahakamah berwenang mengadili pada 
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tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 
[3.4] Menimbang bahwa Presiden pada tanggal 2 Oktober 2014 
menetapkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pmilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota, yang di dalam Pasal 205 menyatakan “Pada saat 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mula berlaku, 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Nomor 5586) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” 
[3.5] Mnimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014, 
Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan 
dan dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan 
nasihat yaitu dua opsi sehubungan dengan telah berlakunya 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk: 
1. menarik permohonan para Pemohon oleh karena objek 
permohoan Pemohon sudah tidak ada; 
2. tetap melanjutkan permohonan para Pemohon. Pemohon 
dalam persidangan tersebut kemudian menyerahkan kepada 
Mahkamah untuk mempertimbangkannya. 
[3.6] Menimbang bahwa oleh karena UU 22/2014 yang menjadi 
obyek permohonan sudah tidak ada sebagaimana dipertimbangkan 
di atas, maka kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon 
dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan; 
Konklusi 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan; 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para 
Pemohon; 
[4.2] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; 
[4.3] Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dan 
pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang atas perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076); 
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A.1 Duduk Perkara 
Dalam pertimbangan hakim Mahkamah konstitusi diatas 
diketahui bahwa kewenanngan Mahkamah Konstitsusi adalah menguji 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, dalam perkara pengujian undang-undang a 
quo diketahui bahwa, pemohon mengajukan Permohonan pengujian 
Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama atau 
Undang-Undang Tanpa Nomor tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan surat permohonan bertanggal 
29 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 
tanggal 29 September 2014 berdasrkan Akta Penerimaan Berkas 
Permohonan Nomor 219/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 97/PUU-XII/2014 pada 
tanggal 7 Oktober 2014. Dalam permohonan yang sama ada 8 
pemohon lain pengujian Undang-Undang Tanpa Nomor tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, namun dalam 
proses pendaftaran perkara ada yang mengajukan permohoanan 
setelah Undang-undang a qou itu diundangkan ada juga yang 
mengajukan RUU. 
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Dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa; 
1. Perkara Nomor 97/PUU-XII/2014, 98/PUU-XII/2014, 99/PUU-
XII/2014, dan 100/PUU-XII/2014 mengajukan permohonan 
pengujian RUU yang telah disetujui bersama bukan UU, yang 
dalam permohonannya disebut Pengujian Undang-Undang 
Tanpa Nomor Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota. 
2. Perkara 101/PUU-XII/2014, 102/PUU-XII/2014, 103/PUU-
XII/2014, dan 104/PUU-XII/2014 mengajukan permohonan 
pengujian Undang-Undang Nomor 22  Tahun 2014 Tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945), sehingga 
Tabel 1.  Rekapitulasi Waktu Permohonan Pengujian Rancangan Undang-undang yang 
Telah disetujui Bersama 
NO 
Waktu 
Nomor Perkara Memasukan 
Permohonan 
(Pemohon) 
Penerimaan 
Permohonan (MK) 
Registrasi Perkara 
(MK) 
1 29 September 2014 29 September 2014 7 Oktober 2014 97/PUU-XII/2014 
2 29 September 2014 29 September 2014 7 Oktober 2014 98/PUU-XII/2014 
3 29 September 2014 29 September 2014 7 Oktober 2014 99/PUU-XII/2014 
4 29 September 2014 29 September 2014 7 Oktober 2014 100/PUU-XII/2014 
5 1 Oktober 2014 2 Oktober 2014 7 Oktober 2014 101/PUU-XII/2014 
6 1 Oktober 2014 7 Oktober 2014 9 Oktober 2014 102/PUU-XII/2014 
7 8 Oktober 2014 8 Oktober 2014 9 Oktober 2014 103/PUU-XII/2014 
8 7 Oktober 2014 7 Oktober 2014 9 Oktober 2014 104/PUU-XII/2014 
9 3 Oktober 2014 6 Oktober 2014 9 Oktober 2014 105/PUU-XII/2014 
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menurut penulis pemohon terhadap perkara a quo telah 
memehuni kaalifikasi sebagai pemohon sebagaimana 
diamaksud dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi. 
3. Perkara Nomor 99/PUU-XII/2014, 100/PUU-XII/2014, 
102/PUU-XII/2014, 103/PUU-XII/2014, dan 104/PUU-
XII/2014. Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi 
untuk menarik kembali permohonan pemohon karena dalam 
persidangan pendahuluan pada tanggal 13 Oktober 2014 
Mahkamah mempertimbangkan akibat dikeluarkannya Perpu 
yang mencabut undang-undang a quo, memberi saran 
kepada pemohon untuk mecabut permohonan pemohon 
karena objek permohonan pemohon sudah hilang dan melalui 
kuasa hukum pemohon menerima saran hakim Mahkamah, 
sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Ketetapan 
tentang penarikan kembali terhadap perkara a quo. 
4. Bahwa Putusan nomor 97/PUU-XII/2014, bersifat mutatis 
mutandis terhadap perkara 98/PUU-XII/2014, 101/PUU-
XII/2014, dan 105/PUU-XII/2014. 
A.2 Analisis  
Dalam perkara nomor 97/PUU-XII/2014, 98/PUU-XII/2014 
Penulis berpendapat bahwa, Seyogianya Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi memberitahukan kepada pemohon tentang kelengkapan 
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yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagai berikut; 
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat : 
a. nama dan alamat pemohon; 
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ; dan 
c. hal-hal yang diminta untuk diputus. 
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan 
tersebut.85 
Dasar permohonan menurut penulis seyogianya memuat 
kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud dengan 
Pemohon menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 ayat (1) menjelaskan bahwa Hak 
Konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang. 
Kerugian konstitusinal juga telah dijelaskan dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian 
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus 
memenuhi lima syarat, yaitu: 
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 
yang diberikan oleh UUD 1945; 
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh 
pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang 
yang dimohonkan pengujian; 
                                                          
85 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi 
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c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) 
dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut 
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara 
kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; 
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang 
didaliklkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 86 
Terkait dengan Pengertian Hak dan/atau kewenangan 
konstitusional juga dibatasi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara 
Pengujian Undang-Undang, pada pasal 1 angka 2 bahwa Hak 
dan/atau kewenangan konstitusional adalah hak dan/atau 
kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.87 
Dalam pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi  menyebutkan bahwa Permohonan 
wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945; sedangkan dalam Permohonan Pemohon pada perkara a quo, 
menyebutkan Pengujian Undang-Undang Tanpa Nomor Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berdasarkan 
Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitsusi diatas Penulis kemudian 
berpendapat : 
                                                          
86 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, 
hlm. 5-7. 
87 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara 
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 
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1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau absurd karena 
tidak memuat dengan jelas Undang-Undang yang dimaksud 
untuk diujikan. Sebagaimana Permohonan Pemohon dalam 
perkara Mahkamah Konstitusi melampirkan nomor Lembaran 
Negara dan nomor Tambahan Lembaran Negara untuk 
mempertegas bahwa Undang-Undang tersebut telah 
diundangkan.  
2. Bahwa tanggal Regsitrasi Perkara a quo 7 Oktober 2014, 
Permohonan dimasukan tanggal 29 September 2014 
berdasrakan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 
219/PAN.MK/2014, sedangkan Undang-Undang tersebut 
disahkan 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 
Oktober 2014, seyogianya Mahkamah Konstitusi dalam hal ini 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagaimana penjelasan 
dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konstitusi, bahwa Kepaniteraan menjalankan tugas 
teknis administrasi justisial.88 Kepaniteraan memberi saran-
saran kepada Pemohon untuk menyesuaikan permohonannya 
mengacu pada Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, 
sebagaimana dimuat dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa 
                                                          
88 Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi. 
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Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) 
huruf a dan ayat (2), wajib dilengkapi oleh pemohon dalam 
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 
pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon. 
Namun dalam prkateknya kepaniteraan MK tetap menerima 
berkas permohonan pemohon dengan mencatatkannya pada 
Akta Penerimaan Berkas Perkara.  
3. Bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi beranggapan adanya 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang selanjutnya 
disebut Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikot, tanggal 2 Oktober 2014. 
Sehingga Permohonan para Pemohon kehilangan objek. 
Seharusnya Hakim Mahkamah Konstitusi memberi saran 
kepada Pemohon untuk menguji Perpu a quo sebagaimana 
Mahkamah Konstitusi Perna Menguji Perpu No. 4 Tahun 2008 
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan menajdi objek 
pengujian. 
4. Bahwa pertimbangan Hakim MK menggunakan penafsiran 
ekstensif (Perluasan Makna) yang mana melihat memandang 
RUU yang telah disetujui bersama adalah UU tanpa nomor, 
sehingga MK menganggap UU tanpa nomor sama dengan UU 
pada umumnya, jadi tafsir RUU yang telah disetujui bersama 
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sama dengan UU tanpa nomor atau UU yang belum 
diundangkan. 
B. Rancangan Undang-Undang yang Telah Disetujui Bersama Dapat 
Dijadikan Sebagai Objek Pengujian Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
B.1. Duduk Perkara 
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2014 
pada bagian Konklusi Putusan sebagaimana berikut; 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan; 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para 
Pemohon; 
[4.2] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; 
[4.3] Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dan 
pokok permohonan tidak dipertimbangkan;89 
 
B.2 Analisis 
Frasa “berwenang mengadili “membuat Mahkamah Konstitusi 
menganggap kewenangan menguji Rancangan Undang-Undang yang 
telah disetuji bersama antara Presiden dengan DPR menjadi 
kewenanganya. Dalam Pasal 51 Undang-Undang 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi yang disebut Pemohon adalah pihak 
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 
                                                          
89 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014, hlm. 
33. 
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dirugikan oleh berlakunya undang.90 Menurut Penulis ada 2 point dari 
pasal tersebut yaitu; 
1) Dirugikan hak konstitusionalnya (syarat absolut) 
2) Oleh berlakunya Undang-Undang (syarat relatif) 
Dirugikan hak konstitusionalnya menjadi syarat absolut atau 
syarat mutlak merujuk pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Negara 
Indonesia adalah negara Hukum, Konsekuensi dari negara indonesia 
sebagai negara hukum ialah menuntut negara untuk memberikan 
jaminan hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
dianutnya. Salah satu prinsip negara hukum yang paling fundamental 
adalah prinsip Supremasi Hukum91 yang merupakan pilar utama 
dalam prinsip negara hukum yang menghargai kedudukan warga 
negara, hak asasi manusia dan mendasarkan segala sesuatu pada 
hukum tertinggi atau konstitusi, yang di Indonesia dikenal dengan 
UUD NRI 1945. 
Oleh berlakunya Undang-Undang menjadi syarat relatif, penulis 
berpendapat bahwa akibat berlakunya suatu undang akan 
berpengaruh pada dinamika ketatanegaran. Pada Putusan Nomor 
138/PUU-VII/2009 dalam perkara Pengujian Permohonan Pengujian 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
                                                          
90 Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi 
91 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat) (Refika Aditama : Bandung, 
2011), hlm. 2 
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tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah 
menguji Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perpu), yang bukan kewenanganya sebagaimana 
kewenanagan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam UUD NRI 
1945. Dalam perkara Pengujian Perpu Mahkamah Konstitusi 
membuka ruang perkara a quo untuk dapat dimohonkan, Hakim 
Mahkamah Konstitusi menafsir Perpu sederajat dengan Undang-
Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2004 ayat (1) Jenis dan hirarki peraturan perundang-
undangan, huruf b “ Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-
Undang “ sehingga Mahkamah Konstitusi berkesimpulan Perpu 
adalah Peraturan Perundang-undangan yang sejenis dan/atau 
sederjat dengan Undang-Undang, meskipun dalam amar putusan a 
quo Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan para 
pemohon tidak dapat diterima. Namun yang menjadi titik permasalah 
ini adalah konklusi dari putusan a quo yang menyatakan bahwa 
Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
permohonan a quo. 
Dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait pengujian 
Perpu, dasar kewenangan MK menguji suatu perpu dapat dilihat 
dalam pertimbangan hukum mengenai Kewenangan Mahkamah 
dalam putusan perkara a quo paragraf [3.13] yang menyatakan:  
...Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum 
baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) 
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hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum 
tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum 
tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau 
menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya 
pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma 
hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. 
Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan 
mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma 
yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji 
apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan 
demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap 
UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, 
dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah 
menjadi Undang-Undang.92 
 
Dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait pengujian 
Perpu, Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD mempunyai alasan yang 
berbeda (concurring opinion) dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim 
mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion). 
1. Menurut Moh. Mahfud MD93 Jika dirunut dari original intent, 
tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum seharusnya 
Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan pengujian yudisial 
(judicial review) atas Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang (Perpu) terhadap Undang-Undang Dasar 
1945. Sebab menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945  
Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar. Kalimat dalam Pasal 24C ayat (1) 
tersebut sangat jelas hanya menyebut UndangUndang dan 
tidak menyebut Perpu. Seandainya Mahkamah diperbolehkan 
                                                          
92 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, hlm. 20-21. 
93 Ibid., hlm. 27. 
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menguji Perpu tentu UUD menyebut secara eksplisit 
pembolehan tersebut sebab secara formal UUD 1945 
membedakan dan menempatkan secara berbeda penyebutan 
atau pengaturan antara UU dan Perpu; Undang-Undang 
diatur dalam Pasal 20 sedangkan Perpu diatur dalam Pasal 
22. Namun diakhir pendapat Moh. Mahfud MD, Mahfud ikut 
menyetujui pengujian Perpu dengan mempertimbangan 
beberapa point alasan sebagai berikut; 
1) Mengenai titik tekan dalam penafsiran konstitusi yang 
memperdebatkan frasa “persidangan yang berikut”. 
Karena penilaian masa sidang berikutnya ialah apakah 
persis pada masa sidang itu dikeluarkan ataukah pada 
masa sidang berikutnya lagi dalam arti kapan saja DPR 
sempat sehingga pembahasannya dapat diulur-ulur. 
Dalam kenyataannya, Perpu yang dimohonkan 
pengujian dalam perkara a quo baru dibahas setelah 
melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini 
dikeluarkan. Hal ini dapat berakibat suatu saat ada perpu 
yang dikeluarkan tetapi DPR tidak segera membahasnya 
dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, 
padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang 
bertentangan dengan konstitusi. 
2) Karena adanya polemik mengenai Perpu yang 
dipersoalkan keabsahannya karena tidak nyata-nyata 
disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Secara 
gramatik, jika memperhatikan Pasal 22 UUD 1945, 
sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat 
persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan 
Undang-Undang atatu tidak dapat diteruskan 
pemberlakuannya. Tetapi secara politis, fakta 
“kesemestian” itu masih disangsikan sehingga tetap 
dianggap berlaku sampai dipersoalkan keabsahan 
hukumnya karena berkaitan dengan suatu kasus. Hal ini 
dianggap dapat menjadi alasan Mahkamah untuk 
melakukan pengujian terhadap Perpu. 
3) Menyoal keberlakuan suatu Perpu yang telah nyata-
nyata tidak disetujui oleh DPR, tetapi belum memiliki 
RUU pengganti atas Perpu tersebut.  
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4) Kemungkinan suatu saat Perpu dibuat secara sepihak 
oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat 
bersidang karena situasi tertentu, baik karena keadaan 
yang sedang tidak normal maupun sengaja dihambat 
oleh kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat 
bersidang. Terlebih apabila Perpu itu melumpuhkan 
lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak 
dengan alasan kegentingan yang memaksa. 
2. Menurut Muh. Alim94 sendiri ada beberapa pont pertimbangan 
sebagai berikut : 
1) Penafsiran secara gramatikal dalam UUD 1945 Pasal 
24C ayat (1), UU 24/2003 Pasal 12 ayat (1) huruf a, 
dan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman Pasal 12 ayat (1) huruf a, 
hanya menyebutkan “Menguji undang-undang 
terhadap UUD”.  
2) Tafsir historik Pasal 20 UUD 1945 mengenai 
kewenangan membentuk undang-undang dan Pasal 
22 UUD 1945 mengenai kewenangan membuat perpu 
telah lebih dulu ada daripada pasal 24C mengenai 
kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan 
perubahan pada perubahan ketiga (tahun 2001), tetapi 
hanya menyebut, “Menguji UndangUndang terhadap 
Undang-Undang Dasar”  
3) Tafsir Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pada waktu 
dirumuskannya adalah menggunakan hierarki 
berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 dengan 
tata urutan sebagai berikut: UUD 1945, TAP MPR, 
Undang-Undang, Perpu, dan seterusnya. Hal inilah 
yang kemudian menjadi penanda bahwa pembuat 
UUD hanya menghendaki pengujian UU terhadap 
UUD dilaksanakan oleh MK, tidak termasuk menguji 
Perpu yang berada pada tata urutan di bawah undang-
undang, tidak pula termasuk menguji TAP MPR yang 
berada pada tata urutan di atas undang-undang. 
4) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak menyebutkan 
Perpu sebagai kewenangan MK, melainkan 
kewenangan DPR untuk menyetujui atau tidak 
menyetujuinya menjadi undangundang sesuai pasal 22 
ayat (2) UUD 1945. Setelah disetujui menjadi undang-
undang barulah dapat diujikan ke Mahkamah 
Konstitusi. 
5) Tata urutan perundang-undangan yang berlaku saat 
putusan perkara a quo dibacakan ialah sesuai 
                                                          
94 Ibid., hlm. 31 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (UU 10/2004) 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan pasal 7 yang memposisikan Undang-
Undang dan Perpu berada pada level yang sama, 
dibentuk setelah selesainya perubahan keempat UUD 
1945. 
6) Perubahan aturan yang lebih rendah tingkatannya 
daripada UUD, misalnya aturan yang mengatur 
mengenai tata urutan perundang-undangan dari TAP 
MPR No III/2000 ke UU 10/2004 tidak dapat 
mengubah UUD 1945, termasuk didalamnya Pasal 
24C ayat (1).  
7) Kewenangan menguji Perpu ini disinyalir dilaksanakan 
tidak menurut UUD alias menyimpang dari UUD, 
sehingga menciderai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang 
berbunyi, ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Atas 
ketujuh poin tersebut, Muhammad Alim berpendapat 
bahwa kewenangan melakukan pengujian Perpu 
terhadap UUD adalah bukan kewenangan Mahkamah 
Konstitusi. 
Akan tetapi Muhammad Alim memberikan pengecualian, 
bahwa jikalau muatan materi Perpu bukan muatan yang 
seharusnya diatur dalam undang-undang, atau materi 
muatan Perpu yang di luar kewenangan Presiden, atau jelas 
jelas bertentangan dengan konstitusi, misalnya Presiden 
mengeluarkan Perpu yang berisi atau materinya 
membekukan atau membubarkan DPR, karena bertentangan 
dengan Pasal 7C UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi 
berwenang mengadili pengujian Perpu tersebut, walaupun 
belum mendapat persetujuan atau penolakan dari DPR 
dalam persidangan yang berikutnya, apalagi kalau materi 
Perpu itu adalah pembubaran DPR yang secara nyata sudah 
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tak ada DPR lagi yang akan menyetujui atau menolak Perpu 
tersebut. 
Dari pandanngan 2 (dua) Hakim Konstitusi diatas penulis 
memiliki pandangan tersendiri atas pengujian Perpu oleh MK, dalam 
UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), UU No 24 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 
(1) huruf a, dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 12 ayat (1) huruf a, hanya menyebutkan “Menguji 
undang-undang terhadap UUD”. Tafsir Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 
pada waktu dirumuskannya adalah menggunakan hierarki 
berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 dengan tata urutan 
sebagai berikut: UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, dan 
seterusnya. Artinya UU dibawah Perpu secara hirarki, Hal inilah yang 
kemudian menjadi penanda bahwa pembuat UUD hanya 
menghendaki pengujian UU terhadap UUD dilaksanakan oleh MK, 
tidak termasuk menguji Perpu yang berada pada tata urutan di bawah 
undang-undang, tidak pula termasuk menguji TAP MPR yang berada 
pada tata urutan di atas undang-undang. Maka seharusnya MK dalam 
konklusi putusan menyatakan tidak berwenang mengadili atau 
mengeluarkan Ketetapan dengan bunyi “Menyatakan Mahkamah 
Konsitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon “. 
Sebagaiaman telah diatur dalam PMK No. 06/PMK/2005. 
Dari 2 (dua) perkara diatas antara Pengujian Perpu dan 
Pengujian RUU yang telah disetujui bersama dapat ditarik persamaan, 
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Pertama, MK menguji peraturan Perundang-undangan yang mana 
kewenangannya hanya disebutkan untuk menguji undang-undang, 
Kedua, dalam amar putusan kedua permohonan “menyatakan 
permohonan tidak dapat diterima “dengan alasan yang berbeda. 
Perkara No. 138/PUU-VII/2009, MK berpendapat kedudukan hukum 
Pemohon (legal standing) tidak dapat dipertimbangkan karena 
kerugian pemohon tidak bersifat spesifik (khusus) dan actual atau 
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 
dipastikan akan terjadi. Perkara No. 97/PUU-XII/2014, MK 
berpendapat akibat dikeluarkanya Perpu pengganti Undang-undang a 
quo sehingga permohonan para Pemohon kehilangan objek. 
Menurut Jimly Asshiddiqie95 undang-undang secara formal jelas 
berbeda dari rancangan undang-undang. Pembatas antara suatu 
rancangan undang-undang dan undang-undang adalah tindakan 
pengesahan formal berupa pengundangan undang-undang itu dalam 
Lembaran Negara. Sejak undang-undang itu diundangkan, maka 
naskahnya resmi disebut sebagai undang-undang. Akan tetapi, 
sebelum naskah yang bersangkutan resmi disahkan oleh Presiden 
dan kemudian diundangkan sebagaimana mestinya dalam Lembaran 
Negara, maka naskah rancangan itu masih tetap disebut sebagai 
rancangan undang-undang. Akan tetapi, sbelum naskah yang 
bersangkutan resmi disahkan oleh Presiden dan kemudian 
                                                          
95 Jimly Asshiddiqie, Perihal Op., Cit., hlm. 28. 
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diundangkan sebagaimana mestinya dalam Lembaran Negara, maka 
naskah rancangan itu masih tetap disebut sebagai rancangan 
undang-undang. Tentu saja dapat dibedakan antara (i) rancangan 
undang-undang yang belum dibahas bersama oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, (ii) rancangan undang-undang yang sedang 
dalam proses pembahasan bersama oleh DPR bersama dengan 
pemerintah, dan (iii) rancangan undang-undang yang telah 
mendapat persetujuan bersama oleh DPR bersama dengan 
pemerintah, yaitu yang sudah disahkan secara materiil dalam rapat 
paripurna DPR-RI sebagai tanda dicapainya persetujuan bersama 
antara DPR dan Presiden atas rancangan undang-undang yang 
bersangkutan.  
Setelah rancangan undang-undang itu secara resmi disahkan 
dalam rapat paripurna DPR sebagai tanda persetujaan bersama, 
maka secara materil rancangan undang-undang itu dapat dikatakan 
sudah bersifat final.  Dikatakan bahwa penyusunan materinya sudah 
selesai, karena materinya sudah tidak dapat lagi diubah siapa pun, 
termasuk oleh presiden dan DPR. Sesuai dengan ketentuan pasal 20 
ayat (4) UUD NRI 1945, rancangan undang-undang yang sudah 
mendapat persetujuan bersama itu, akan disahkan sebagaimana 
mestinya oleh Presiden. Bahkan, oleh pasal 20 ayat (5) UUD NRI 
1945, ditentukan jika presiden sendiri tidak bersedia 
mengesahkanya, maka rancangan undang-undang itu akan berlaku 
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dengan sendirinya setelah 30 hari semenjak rancangan undang-
undang itu resmi mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan 
Presiden.96 
Oleh karena itu materi rancangan undang-undang yang telah 
mendapat persetujuan bersama itu tidak dapat berubah lagi, Jimly 
menamakan pengetukan palu sidang paripurna DPR-RI yang 
menyatakan bahwa rancangan undang-undang itu telah disetujui 
secara bersama oleh DPR bersama pemerintah sebagai 
pengesahan yang bersifat materil. Sedangkan pengesahan yang 
dilakukan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) 
UUD NRI 1945, yaitu dengan menandatangani dan memerintahkan 
pengundangannya dalam Lembaran Negara dan Tambahan 
Lembaran Negara merupakan pengesahan formal yang bersifat 
administratif. Secara materil, kualitas rancangan undang-undang 
tersebut sudah dapat dianggap sebagai undang-undang, meskipun 
secara formal belum mengikat untuk umum.  
Tentu saja pendapat seperti ini dapat dianggap tidak lazim dan 
dapat mengundang kontroversi tersendiri di kalangan ahli hukum. 
Pasti banyak di antara para ahli hukum kita yang tidak setuju dengan 
pendapat demikian, karena bagaimanapun secara resmi status 
Rancangan Undang-Undang (RUU) tetap merupakan RUU sampai ia 
disahkan oleh presiden dan diundangkan sebagaimana mestinya 
                                                          
96 Ibid. 
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dalam Lembaran Negara. Antara RUU (wetsontwerp) dan UU (wet) 
jelas tidak sama. Walaupun RUU yang disetujui bersama oleh 
Presiden bersama dengan DPR, selama belum disahkan menjadi UU, 
tetapi masih “berbaju” RUU (wetsonwerp) bukan UU (wet). 
Dari doktrin Jimly diatas tentu dapat dikorelasiakan dengan 
pokok permasalahan penelitian ini yang mana Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Pemilukada tersebut telah mendapat 
persetujuan bersama oleh DPR dalam rapat paripurna pada tanggal 
25 September 2014. Sebelum disahkan oleh Presiden pada tanggal 
30 September 2014 dan diundangkan tanggal 2 Oktober 2014. Artinya 
RUU tersebut telah mendapat pengesahan materil pada tanggal 25 
September 2014 dapat dikatakan sebagai Undang-undang dalam arti 
materil, berlaku secara formil pada tanggal 2 Oktober 2014 dan 
mengikat secara umum yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586),   
Menurut penulis dalam mengadili perkara pengujian Rancangan 
Undang-Undang yang telah disetujui bersama, suatu perturan 
perundang-undangan dikatatakn menimbulkan kerugian kontitusional 
perlu diberikan syarat atau batasan konstitusional, yakni; 
1. Memenuhi kualifikasi pemohon (legal standing) serta adanya 
kerugian konstitusional yang spesifik yang diderita para 
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pemohon atas berlakunya suatu peraturan perundang-
undangan. 
Mahkamah konstitusi sejak putusan MK No. 006/PUU-III/2005 
dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2017 berpendirian bahwa 
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 
Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu: 
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 
yang diberikan oleh UUD 1945; 
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh 
pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian; 
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik 
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang 
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan 
terjadi; 
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara 
kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; 
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang 
didaliklkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 97 
2. Kerugian konstitusional spesifik tersebut merupakan korban 
yang secara nyata merupakan dampak diberlakukannya 
suatu Undang-Undang.   
3. Bahwa salah satu keadaan adanya kerugian potensial 
sebagaimana dimaksud point c, artinya dalam perkara a qou 
yang mana Rancangan Undang-Undang yang telah 
mendapat persetujuan bersama, namun belum diundangkan 
                                                          
97 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, 
hlm. 5-7. 
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adalah hal yang potensial atau dapat dipastikan terjadi 
sehingga dapat menimbulkan kerugian konstitusional. 
4. Bahwa kerugian konstitusional juga berupa kekhawatiran 
yang akan terjadi di masa mendatang, dimana, jika pasal-
pasal yang melanggar hak konstitusional para pemohon 
berlaku, maka ke depan warga Negara berpotensi 
kehilangan haknya turut serta dalam Pilkada, selain itu 
segala warga Negara bersamaan kedudukanya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana 
telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia. 
Dalam Asas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman dikenal 
asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan98  terkait dengan perkara a qou untuk melindungi hak 
konstitusional pemohon dan memeberi kepastian hukum guna 
menjaga kokohnya Negara Hukum, selain asas tersebut peradilan 
juga tidak boleh menolak perkara (Ius Curia Novit), hal juga diatur 
dalam Pasal 1699 berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan 
                                                          
98 Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
99 Pasal 16 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
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wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” Dengan kata lain bahwa 
Mahkamah dianggap mengetahui hukum yang diperlukan. Mahkamah 
tidak dapat menolak memeriksa, mengadili dan memutus setiap 
perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum nya tidak ada 
atau hukumnya kurang jelas. 
Doktrin Franken100, ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa 
independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat 
bentuk, yaitu : 
1. Independensi Konstitusional (Constittionele Onafhankelijkheid); 
kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik. 
2. Independensi Fungsional (Zakelijke of Fuctionele 
Onafhankelijkheid); Independensi fungsional berkaitan dengan 
pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu 
sengketa dan harus memberikan suatu putusan.  
3. Independensi Personal Hakim (Persoonlijke of Rechtspositionele 
Onafhankelijkheid); mengenai kebebasan hakim secara individu 
ketika berhadapan dengan suatu sengketa. 
4. Independensi Praktis yang Nyata (Praktische of Feitelijke 
Onafhankelijkheid). independensi hakim untuk tidak berpihak 
(imparsial).  
                                                          
100 Franken Dalam Firman Floranta, Jurnal Konstitusi, Prinsip Kebebasan Hakim dalam 
Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015. hlm. 
224 
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Dari ke 4 (empat) Indenpendensi diatas penulis berpendapat, 
Independensi Fungsional terkait dengan perkara a quo bahwa setiap 
hakim boleh menjalankan kebebasannya unuk menafsirkan undang-
undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang 
jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk 
menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang 
sedang berjalan.  
Dari 4 (empat) point dan doktrin diatas penulis kemudian 
berkesimpulan bahwa Rancangan Undang-Undang yang telah 
disetujui bersama dapat dijadikan sebagai objek pengujian terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945, merujuk pada konklusi putusan MK 
yang menyatakan berwenang mengadili, mengingat rancangan 
undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden 
dapat dikatakan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut 
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi yang 
menyebabkan kerugian hak konstitusional, hal ini juga didasari pada 
Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait pengujian Perpu yang 
pada dasarnya tidak diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 
dan UU MK secara eksplisit terkait kewenangan menguji Perpu. 
Sehingga penulis berpendapat MK sebagai Pengwal Tegaknya 
Konstitusi, Penjaga Konstitusi (the guardion of constitusionI), guna 
mewujudkan cita negara hukum, maka MK berwenang mengadili RUU 
yang telah disetujui bersama atau Perpu dengan syarat pemohon 
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sebagaimana dimaksud putusan MK No. 006/PUU-III/2005, Putusan 
MK No. 11/PUU-V/2007 dan batasan konstitusional yang dimaksud 
penulis diatas. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
penulis uraikan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 
: 97/PUU-XII/2014 terkait kewenangan MK dalam mengadili 
permohonan pengujian undang-undang yang telah disetujui 
bersama, MK mengangap berwenang mengadili rancangan 
undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan 
Presiden terhadap UUD NRI 1945, pertimbangan Hukum MK 
memandang RUU yang telah disetujui bersama adalah UU tanpa 
nomor, sehingga MK menganggap UU tanpa nomor sama dengan 
UU pada umumnya, jadi tafsir RUU yang telah disetujui bersama 
sama dengan UU tanpa nomor atau UU yang belum diundangkan. 
2. Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama dapat 
dijadikan sebagai objek pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 
1945, merujuk pada konklusi putusan MK yang menyatakan 
berwenang mengadili, mengingat rancangan undang-undang yang 
telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dapat dikatakan 
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran 
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi yang menyebabkan 
kerugian hak konstitusional, hal ini juga didasari pada Putusan MK 
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Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait pengujian Perpu yang pada 
dasarnya tidak diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan 
UU MK secara eksplisit terkait kewenangan menguji Perpu. 
Sehingga penulis berpendapat MK sebagai Pengwal Tegaknya 
Konstitusi, Penjaga Konstitusi (the guardion of constitusionI), guna 
mewujudkan cita negara hukum, maka MK berwenang mengadili 
RUU yang telah disetujui bersama atau Perpu dengan syarat 
pemohon sebagaimana dimaksud putusan MK No. 006/PUU-
III/2005, Putusan MK No. 11/PUU-V/2007 dan batasan 
konstitusional yang dimaksud penulis diatas. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis 
merumuskan saran sebagai berikut: 
1. Dalam mengadili perkara a quo seyogianya MK, dalam hal ini 
kepaniteraan MK memberi saran kepada pemohon untuk 
melampirkan undang-undang yang dimohonkan yang telah 
dimasukan dalam lembaran Negara bukan melampirkan RUU yang 
telah disetujui bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU 24 
Tahun 2003 Tentang MK. 
2. Seyogianya MK perlu lebih memperhatikan lagi dasar permohonan 
suatu perkara pengujian RUU dalam memandang kerugian 
konstitusional yang diderita pemohon. Agar pemohon dalam 
menguji suatu peraturan perundang-undangan dapat secara tegas 
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mendalilkan kerugiannya untuk selanjutnya menjadi pertimbangan 
Mahkamah dalam memutus perkara tersebut. Selain itu, MK juga 
diharapkan dapat membuat suatu batasan mengenai kerugian 
konstitusional yang lebih spesifik yang dialami pemohon atas 
berlakunya suatu RUU yang dituangkan dalam suatu regulasi 
khusus. 
3. Seyogianya ke depan perlu adanya perubahan terhadap Peraturan 
Mahkamah Konstitusi terkait Pedoman Beracara dalam Perkara 
Pengujian Undang-Undang, sehingga MK dalam menjalankan 
kewenangannya memiliki legal standing yang jelas.    
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